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ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze how much influence work motivation has through the 
principle of participation, the principle of communication, the principle of recognizing 
subordinates' share, the principle of delegation of authority, and the principle of paying attention 
to the performance of employees of the Bogor Regency Population and Civil Registry Office. 
The research method used in this study was an explanatory survey. The design of this study is 
quantitative analysis, which is to test hypotheses and make deeper interpretations, which 
describe the structured relationship of variables comprehensively, namely the influence of 
independent variables on work motivation (X) on variables tied to employee performance (Y) in 
the Department of Population and Bogor District Civil Registry. In this study the authors used 
the Non Probability Sampling technique method. The study population was 264 people, the 
number of respondents in this study were 100 people. The results revealed that the motivational 
variable had a significant influence on employee performance, but operationally it had not been 
fully effective, so it had implications for employee performance. The principle of delegating 
authority has the most influence on employee performance, followed by the principle of 
participation which has a strong influence on employee work motivation variables. While the 
effect of the smallest variable on performance is the principle of recognizing subordinate share.  
Key words: effectiveness, implementation of policy. 
 
ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi kerja 
melalui prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip mengakui andil bawahan, prinsip 
pendelegasian wewenang, dan prinsip memberi perhatian terhadap kinerja pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah survey explanatory. Desain penelitian ini adalah analisis kuantitatif, 
yaitu untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam, yang 
menggambarkan hubungan terstruktur variabel-variabel secara komprehensif, yaitu pengaruh 
variabel   bebas   mengenai  motivasi kerja (X)  terhadap  variabel  terikat  kinerja pegawai (Y) 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode Teknik sampel Non Probability Sampling . Populasi penelitian adalah 
264 orang, Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa variabel motivasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, 
sehingga berimplikasi pada kinerja pegawai. Prinsip pendelegasian wewenang memiliki 
pengaruh yang paling besar terhadap kinerja pegawai, selanjutnya diikuti oleh prinsip partisipasi 
yang memiliki pengaruh yang kuat dari variabel motivasi kerja pegawai. Sedangkan pengaruh 
variabel yang terkecil terhadap kinerja adalah dari prinsip mengakui andil bawahan.  
 
Kata kunci: Efektifitas, Pelaksanaan Kebijakan. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan senantiasa beranjak 
dari suatu keadaan atau kondisi 
kehidupan yang tidak baik pada suatu 
kehidupan yang lebih baik dalam rangka 
mencapai tujuan Nasional suatu bangsa 
(Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988; 
Siagian, 1985). Pembangunan Nasional 
memiliki tujuan dalam mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur dalam 
konteks material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 
1945 serta melaksanakan roda 
perekonomian serta mewujudkan 
kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 
1945, sebagai dasar untuk mewujudkan 
keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat melalui peranan dan keberpihakan 
negara dalam meningkatkan taraf hidup 
rakyat. 
 Untuk menurunkan angka pada 
kemiskinan, tim nasional percepatan dan 
pengentasan kemiskinan Indonesia 
membuat berbagai macam suatu strategi 
dalam rangka pengentasan kemiskinan. 
Program pengentasan pemberantasan 
kemiskinan dibuat untuk bisa memenuhi 
kebutuhan primer masyarakat atau 
kebutuhan dasar dalam memenuhi 
kehidupan. Dengan mempertimbangkan 
hal-hal tersebut, maka pemerintah sudah 
memulai suatu Progam bantuan 
Rehabilitasi Sosial Rumah-Tidak Layak-
Huni. Rumah-tidak-layak-huni adalah 
suatu-hunian ataupun tempat-tinggal 
yang tidak layak huni karena tidak 
memenuhi persyaratan untuk hunian 
yang baik secara teknis maupun non 
teknis. Pada umumnya rumah tidak layak 
huni erat kaitannya dengan pemukiaman 
kumuh karena pada dasarnya di daerah 
permukiman kumuh tergambar 
kemiskinan masyarakat.Program bantuan 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak 
Huni adalah salah satu program bantuan 
sosial yang meliputi pemberian suatu 
bantuan berupa uang atau barang dari 
pemerintah daerah kepada 
individu,kkeluarga,kkelompok dan atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara 
terus menerus/berkala dan selektif yang 
memiliki tujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya suatu resiko 
sosial. Programmperbaikan rumahhtidak 
layak huni (rutilahu) telah dilaksanakan 
sejak tahun 2014. Pemprov.Jabar 
mentargetkan Rutilahu sebanyak 100.000 
unit.  Untuk tahun 2017, perbaikan 
rutilahu di pedesaan dilaksanakan oleh 
Diskimrum Provinsi Jabar. Adapun 
realisasi Rumah Tidak Lauak Huni 
melalui dukungan APBN dalam tahun 
2016 di Jabar mencapai 4.000 unit. 
Perbaikan rutilahu tersebar di 10 
Kabupaten masing-masing: Garut, 
Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur, , 
Ciamis, Kuningan, Majalengka, 
Indramayu, Subang dan Pangandaran. 
untuk fasilitasi rumah rakyat, program 
sejuta rumah kembali dilanjut. Di tahun 
2016, melalui partisipasi Apersi dibuat 
rumah susun sebanyak 300 unit. 
Rusunawa juga direncanakan siap 
dibangun di beberapa lokasi. Program 
bantuan Rehabilitasi Sosiall-Rumah—
Tidak—Layak-Huni di Kota Bogor 
tertuang dalam peraturan yang 
dikeluakan oleh walikota Bogor melalui 
Peraturan walikota Nomor-28-Tahun-
2016 tentang—perubahan--atas--
peraturan-walikota Bogor-nomor 15 
tahun-2016 tentang-petunjuk 
pelaksanaan—pemberian—hibah-dan-
bantuan sosial—yang—bersumber—dari 
anggaran pendapatan-dan-
belanjadaerah--Kota Bogor. Dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 19 dijelaskan 
bahwa bantuan--sosial adalah----
pemberian bantuan----berupa----uang 
atau barang dari pemerintah kepada 
individu, ,keluarga,, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak-secara-
terus-menerus-dan-selektif yang 
bertujuan-untuk-melindungi--dari 
kemungkinan terjadinyaa resiko sosial; 
dalam pelaksanaannya pembagian 
bantuan sosial dibagi menjadi dua yaitu 
bantuan sosial terencana dan bantuan 
sosial tidak terencana, seperti tercantum 
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pada Peraturan walikota Nomor-28-
Tahun 2016 pasal 1 angka 20 yang berisi: 
Bantuan sosial terencana adalah bantuan 
sosial yang dialokasikan kepada Individu 
atau keluarga yang sudah jelas nama, 
alamat, penerima, dan besarannya pada 
saat penyusunan APBD. Serta tercantum 
juga pada Peraturan walikota Nomor-28--
Tahun 2016 pasal 1 angka 21 yang berisi: 
Bantuan sosial tidak terencana adalah 
bantuan-sosial yang dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak 
dapat diperkirakan pada saat penyusunan 
APBD yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan 
resiko sosial yang lebih besar bagi 
Individual dan/atau keluarga yang 
bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 22 
dijelaskan pula bahwa Resiko-Sosial-
adalah-kejadian--atau-peristiwa yang-
dapat menimbulkan---potensi-terjadinya 
kerentanan---sosial---yang ditanggung----
oleh Individu,,keluarga,,kelompok, dan 
masyarakat sebagai-dampak-krisis 
sosial,, krisis-ekonomi, krisis-
politik,,fenomena alam, dan bencana 
alam—yang---jika---tidak---diberikan- 
belanja bantuan-sosial-akan-semakin---
terpuruk-- dan tidak-dapat-hidup-dalam-
kondisi-wajar. 
Program Rumah---Tidak--Layak-Huni 
(Rutilahu) yang dijalankan pemerintahan 
Kota Bogor sepanjang tahun 2016 masih 
terdapat sekitar 2600  rumah tidak layak 
huni (RTLH) yang ternyata belum 
tersentuh program rehabilitasi dari 
pemerintah. Tercatat ada 6.974 proposal 
usulan yang diterima bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) 
Setdakot Bogor. Jumlah tersebut berasal 
dari enam kecamatan se- kota Bogor. 
Dari 6974 pengajuan tersebut, sebanyak 
3910 sudah di evaluasi, sedangkan yang 
belum di evaluasi jumlahnya mencapai 
2001. Dari jumlah yang sudah dievaluasi 
sebanyak 1063 permohonan tidak dapat 
dibantu, untuk pengajuan RTLH tahun 
2016 lalu, proposal yang sudah masuk 
dalam penganggaran dan rencana 
pencairan di tahun 2017 jumlahnya 
mencapai 2549. Jumlah tersebut sesuai 
dengan kemampuan keuangan Pemkot 
Bogor dan untuk sisanya sebanyak 2600 
proposal yang sudah diverifikasi masuk 
daftar tunggu. Tahun ini, terhitung awal 
Januari sampai awal Februari 2017 
Adkesra Setdakot Bogor sudah menerima 
pengajuan bantuan RTLH sebanyak 
1.832 proposal dan diperkirakan, sampai 
akhir tahun nanti jumlah ini akan terus 
bertambah. Kedepannya pihaknya 
berencana akan mengunci target RTLH 
melalui program RTLH Prioritas, pada 
awal pelaksanaan kebijakan jumlah 
bantuan yang di terima pemohon dengan 
jumlah nominal maksimal berjumlah Rp. 
6.500.000, seiring dengan semakin 
meningkatnya harga bahan baku 
bangunan pada tahun 2017 pemerintah 
menaikan jumlah bantuan nominal 
maksimal menjadi Rp. 11.200.000 bagi 
pemohon. Dalam program tersebut 
Pemerintah Kota bekerjasama dengan 
pemerintah setempat (kelurahan dan 
kecamatan) kemudian kelurahan 
koordinasi dengan RT /RW setempat 
untuk mendata di wilayahnya masing-
masing, dalam pendataan tersebut akan 
digunakan indikator yang menyatakan 
kondisi RTLH seperti rusak berat, rusak 
ringan dan rusak sedang. Rumah yang 
rusak berat wajib masuk ke program 
prioritas untuk penganggaran tahun 
berikutnya. Program Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) merupakan Program yang 
dicanangkan sebagai bentuk terciptanya 
mewujudkan pembangunan Nasional 
yang nyata, diharapkan dengan 
berjalannya program ini masyarakat 
dapat meningkatkan kesejateraan 
kehidupan dan kesehatan melalui 
program bantuan rehabilitasi sosial rumah 
tidak layak huni, membantu masyarakat 
yang berpenghasilan minim agar dapat 
hidup lebih makmur dan sejahtera, 
mewujudkan masyarakat yang sehat, 
serta meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat yang lebih layak dalam, 
meningkatkan kesejahteraan keluarga 
yang kurang mampu sehingga dapat 
hidup secara sehat, serasi, aman dan 
teratur, memberikan motivasi kepada 
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masyarakat yang kurang mampu guna 
menunjang kehidupan yang lebih 
sejahtera dan mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakat dengan tujuan 
memberantas kemiskinan dan 
keterbelakangan. 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui permasalahan 
yang timbul dalam pelaksanaan 
Kebijakan Bantuan Sosial Dalam 
Program Rumah Tidak Layak Huni di 
Masyarakat di Masyarakat Kota 
Bogor Pada Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 
Bogor. 
2. Untuk Menganalisis Efektifitas 
Pelaksanaan Kebijakan Bantuan 
Sosial Dalam Program Rumah Tidak 
Layak Huni Di Masyarakat Kota 
Bogor Pada Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 
Bogor. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakai 
adalah Mix-method , metode ini 
menggabungkan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif pada hal metodologi 
(seperti dalam tahap pengumpulan data), 
dan kajian model campuran 
menggabungkan dua pendekatan dalam 
semua tahapan proses penelitian (Abbas, 
2010). Sedangkan menurut Creswell 
(2014) mix- methods yaitu pendekatan 
penelitian yang mengkombinasikan 
ataupun mengasosiasikan jenis kualitatif 
dan kuantitatif. Sedangkan menurut 
Johnson dan Cristensen (2007) Mix-
Methods atau metode penelitian 
kombinasi adalah suatu pendekatan 
terhadap penelitian yang 
mengkombinasikan atau menghubungkan 
antara suatu metode penelitian kualitatif 
dan kuantitatif  (mencakup landasan 
filosofis, dan penggunaan pendekatan 
serta mengkombinasikan kedua 
pendekatan tersebut dalam penelitian). 
  Objek didalam penelitian ini adalah 
Masyarakat penerima bantuan sosial 
dalam program rumah tidak layak huni di 
Kota Bogor. 
Populasi pada penelitian ini yaitu 
penerima bantuan sosial terhadap 
program rumah tidak layak huni di Kota 
Bogor berjumlah 2972 pemohon. Dari 
populasi tersebut ditarik sampel melalui 
teknik sampling insidental yang 
menentukan beberapa sampel 
berdasarkan suatu kebetulan, yakni siapa 
pun yang secara kebetulan bertemu 
dalam hal ini Penerima Kebijakan 
Program Rumah Tidak Layak Huni 
dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel. Selanjutnya untuk mendapatkan 
besaran jumlah sampel pada penelitian 
ini menggunakan rumus Yamane dalam 
Sukandarrumidi (2012) sebagai berikut: 
 
𝑛 =
N
N(d2) + 1
 
Keterangan  : 
n  = Ukuran sampel 
N = Populasi 
d  = Presisi (perkiraan kesalahan yang 
diperkirakan yaitu 0,1) 
 
Sumber : Yamane dalam Rahmat (1999 : 113) 
 
n  =    2.972 
     2.972 (0.12) + 1 
 
  n  =   2.972      =  2.972    =                      
0,2972 + 1      1, 2972 
2,291,088 menjadi  230 responden 
Berdasarkan perhitungan diatas 
maka jumlah sampel sebanyak 230.  
Untuk mendapatkan data yang 
diperlukan, maka peneliti menggunakan 
beberapa teknik penelitian pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan 
2. Studi Lapangan (Observasi dan 
Penyebaran Angket dengan mengukur 
skor jawaban menggunakan skala 
likert) 
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Tabel 3.4 Klasifikasi Jawaban Skala 
Likert 
Jawaban Klasifikasi Skor 
A Selalu 5 
B Sering 4 
C Kadang-kadang 3 
D 
Hampir Tidak 
Pernah 
2 
E Tidak Pernah 1 
  Sumber : Tabel Skala Likert 
Teknik analisa data dalam penelitian 
Mix-method  data kuantitatif angket 
menggunakan statistik dalam penelitian 
dengan judul Efektifitas Pelaksanaan 
Kebijakan Bantuan Sosial Dalam 
Program Rumah Tidak Layak Huni di 
Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kota Bogor, teknik analisa data penelitian 
yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif 
diperlukan untuk menganalisa data 
melalui cara mendeskripsikan ataupun 
menggambarkan data yang sudah 
terkumpul dengan seberapa adanya 
tanpa mengarah kepada membuat 
kesimpulan yang berlaku secara umum 
atau generalisasi.  Untuk mempermudah 
analisis data dan penarikan kesimpulan 
maka disamping menggunakan 
perhitungan persentase juga dilakukan 
dengan menggunakan statistik sederhana 
yaitu mentransformasikan data kualitatif 
menjadi data kuantitatif. Cara ini biasanya 
dengan menggunakan perhitungan 
Weight Mean Score (WMS) yaitu 
dilakukan pembobotan untuk setiap 
jawaban pilihan. Dengan pemberian skor 
tersebut, maka akan diperoleh variasi 
jawaban yang bergerak 1-5, karena itu 
interval antara satu kriteria dengan 
kriteria lainnya yang diperoleh angka 
sebesar 0,8. Angka ini diperoleh setelah 
adanya pengurangan dari nilai tertinggi 
dikurangi nilai terendah dan dibagi 
banyaknya alternatif jawaban. Untuk 
menentukan kriteria penilaian harus 
dihitung terlebih dahulu interval antara 
satukriteria dengan kriteria yang lain 
dengan menggunakan skala likert 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
I   = Interval 
SKT   = skor tertinggi               
SKR  = skor terendah 
V   = Jumlah 
  Hasil penghitungan dari 0.8 
dijadikan patokan untuk memperoleh 
kriteria penilaian. Dari ketentuan di atas, 
maka kriteria penilaian sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Kriteria penilaian 
Skor Kriteria 
4,24 - 5,00 Sangat Baik 
3,43 - 4,23 Baik 
2,62 - 3,42 Sedang 
1,81 - 2,61 Buruk 
1,00 - 1,80 Sangat Buruk 
 Sumber: Bakri Siregar (1981;20) 
  Menurut Bakri Siregar (1981;20) 
data yang diperoleh dari lapangan lalu 
diolah berdasarkan jawaban responden 
melalui angket yang menggunakan rumus 
WMS:  
 
 
 
Keterangan: 
M = Perolehan angka kriteria 
penafsiran 
f = Frekuensi jawaban 
x = Pembobotan (skala nilai) 
∑ = Penjumlahan 
n = Jumlah seluruh jawaban 
responden 
Kemudian setelah langkah 
pertama selesai dilakukan, maka 
selanjutnya dibuat tabel sebagai berikut : 
  
I = 5-1  =  0.8 
           5 
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Tabel 3.6 
Tabel Frekuensi Untuk Tiap Item 
No Alternatif Jawaban F (x) 
f(x
) 
∑ f(x) 
n 
1 Sangat Setuju  5  
 
2 Setuju  4  
3 Netral  3  
4 Tidak Setuju  2  
5 Sangat Tidak Setuju  1  
Jumlah    
 Sumber : Bakri Siregar (1981 : 20) 
Penelitian ini dilaksanakan di Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kota Bogor selama enam bulan lamanya 
terhitung mulai bulan Oktober 2017 
sampai dengan Maret 2018. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL 
DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK 
LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA 
BOGOR PADA BAGIAN ADMINISTRASI 
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA 
KOTA BOGOR 
Dalam pelaksanaan kebijakan 
program Rumah Tidak Layak Huni 
terdapat beberapa temuan masalah 
ataupun hambatan yang ditemui, yaitu : 
1. Lingkungan Organisasi 
Dalam sebuah kebijakan pasti 
terdapat pelaksana/implementator 
didalamnya, bagian Administrasi 
kesejahteraan Rakyat kota Bogor di 
bawah sekretariat daerah merupakan 
pelaksana tingkat pusat di kota Bogor. 
Dalam pelaksanaannya bagian Adkesra 
Rakyat kota Bogor berperan sebagai 
pelaksana pusat yang menjadi 
koordinator dari 6 kecamatan, dari 
masing-masing kecamatan terdapat 
kepala seksi yang  bersinergis sebagai 
mitra bidang kesejahteraan rakyat, dan 
kepala seksi tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya wajib 
mengetahui keadaan masyarakat di tiap 
wilayah administrasinya masing-masing 
khususnya mengetahui peta wilayah 
masyarakat berdasarkan tingkatan 
ekonomi, sosial, pendidikan dan 
kesehatan. 
Temuan masalah pertama berkaitan 
dengan pelaksana khususnya terdapat 
pada seksi kesejahteraan-rakyat pada 
level kecamatan yang pada pelaksanaan 
program di beberapa kecamatan masih 
belum memiliki peta wilayah berkenaan 
dengan masyarakat yang berkemampuan 
berekonomi rendah, sehingga ketika 
pelaksana pusat akan melakukan survei 
terdapat kesulitan untuk pelacakan dan 
memerlukan waktu yang sedikit lebih 
panjang, karena bagian kesra kecamatan 
sebelumnya harus berkoordinasi terlebih 
dahulu dengan lurah, RW dan RT dari 
masing-masing wilayah. 
2. Status Kepemilikan Tanah  
Status Kepemilikan atas Tanah 
merupakan temuan masalah selanjutnya, 
dan berkaitan dengan syarat masyarakat 
yg ingin menyerahkan permohonan 
bantuan sosial Program Rumah Tidak 
Layak Huni harus memiliki bangunan 
yang dibangun di tanah dengan 
keterangan kepemilikan nama sendiri, 
sebagai contoh beberapa masyarakat 
yang mengajukan bantuan Program, 
namun lokasi rumah yang diajukan  
ternyata berdiri di atas lahan perusahaan 
seperti PT.KAI, PLN ataupun Jasa Marga. 
Di tinjau dari segi hukum bantuan dari 
RTLH tidak dapat diberikan kepada 
masyarakat tersebut, karena bangunan 
yg mereka ajukan berdiri diatas tanah yg 
dikelola badan hukum, karena selain 
kepemilikan tanah bukan atas nama 
pribadi, bukan tidak mungkin apabila 
bangunan tersebut mendapatkan bantuan 
RTLH beberapa waktu yang akan datang 
ternyata terjadi pelebaran jalan ataupun 
hal lainnya yang mengharuskan dilakukan 
penggusuran terhadap bangunan 
tersebut, padahal pada waktu tertentu 
pelaksana harus melakukan survei 
ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1, April 2018 45 
 
ataupun mengecek bangunan yang 
sudah mendapatkan bantuan. Namun 
apabila ditinjau dari segi kemanusiaan hal 
tersebut bagaikan buah si malakama, 
masyarakat di satu sisi memerlukan 
bantuan tersebut sebagai salah satu 
upaya dalam mewujudkan kehidupan 
yang lebih layak, namun di satu sisi 
apabila di berikan bantuan akan muncul 
masalah baru yang dapat memunculkan 
sengketa di waktu yang akan datang. 
B. ANALISIS DATA JAWABAN ANGKET 
DALAM VARIABEL IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN MENGENAI DATA 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL 
DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK 
LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA 
BOGOR PADA BAGIAN 
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN 
RAKYAT SETDA KOTA BOGOR 
 
Dari Tabel 4.26 menunjukan Hasil 
dari data jawaban questioner atau angket 
tentang Pelaksanaan Kebijakan Bantuan 
Sosial Dalam Program Rumah Tidak 
Layak Huni diperoleh skor rata-rata 
sebesar .4,05 yang menurut penafsiran 
berada pada kategori Baik karena dalam 
pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial 
Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni 
di Kota Bogor  seluruh faktor utama serta 
faktor pendukung pelaksana kebijakan 
saling bersinergis dengan baik, aspek 
tersebut dimulai dari pelaksanaan 
keberhasilan Pelaksana Kebijakan 
dengan aspek faktor Sumber Daya, 
Komunikasi, Sikap Birokrasi ataupun 
pelaksana serta Struktur Organisasi Satu 
dengan yang lain saling melengkapi dan 
mendukung sehingga efektifitas program 
bisa tercapai dan di rasakan manfaat 
positifnya oleh masyarakat yang ditinjau 
dari Pendekatan Sumber (Resource 
Approach) yang bisa di lihat dari segi 
perencanaan program yang sama dengan 
tempo waktu dan sasaran penerima 
bantuan, serta Pendekatan Sumber 
(Resource Approach ) yang meliputi 
aspek controling yang mencangkup 
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 
kebijakan ,dan evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan, serta  Pendekatan Sumber 
(Resource Approach) yang dalam akhir 
proses pelaksanaan kebijakan akan 
memberikan output kebijakan berupa 
Dampak Kebijakan, dan Manfaat 
Penerima Kebijakan. 
KESIMPULAN 
Pelaksanaan kebijakan program-
Rumah Tidak-Layak-Huni di Kota Bogor 
dapat di simpukan bahwa : 
1. Dalam pelaksanaan kebijakan 
program Rumah-Tidak-Layak-Huni di 
Kota Bogor terdapat beberapa 
temuan masalah ataupun hambatan 
yang ditemui, diantaranya berkaitan 
dengan : 
a. Lingkungan Organisasi yang 
terdapat temuan - temuan  
masalah  berkaitan dengan 
pelaksana khususnya terdapat 
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pada seksi kesejahteraan rakyat di 
tingkatan kecamatan yang dalam 
pelaksanaannya di beberapa 
kecamatan masih belum memiliki 
peta wilayah berkenaan dengan 
masyarakat yang tidak mampu, 
sehingga ketika pelaksana pusat 
akan melakukan survei terdapat 
kesulitan untuk  pelacakan dan 
menghabiskan waktu yang sedikit 
lebih panjang, karena seksi 
kesejahteraan dan rakyat pada hal 
ini ditingkat kecamatan harus 
terlebih dahulu berkoordinasi 
dengan lurah, RW dan RT dari 
masing-masing wilayah sehinggab 
memerlukan waktu yang lama 
dalam pendataan.  
b. Status Kepemilikan Tanah 
merupakan temuan masalah 
selanjutnya, hal seperti ini 
berkaitan dengan syarat 
masyarakat yg ingin menyerahkan 
permohonan bantuan sosial 
Program Rumah—Tidak--Layak--
Huni harus memiliki bangunan 
yang berdiri di tanah dengan 
keterangan kepemilikan nama 
sendiri. 
Berdasarkan Analisis angket 
berkenaan dengan Efektifitas 
pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial 
Dalam ProgrammRumah TidakkLayakk 
Huni di Masyarakat di Masyarakat Kota 
Bogor Pada Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor 
dapat disimpulkan dalam pelaksanaan 
Kebijakan Bantuan Sosial Dalam 
Program Rumah Tidak Layak Huni di 
Kota Bogor  seluruh faktor utama dan 
faktor pendukung pelaksana kebijakan 
saling bersinergis dengan baik, aspek 
tersebut dimulai dari pelaksanaan 
keberhasilan Pelaksana Kebijakan 
dengan aspek Komunikasi, Sumberr 
Daya, Sikap Birokrasi ataupun  pelaksana 
serta Struktur Organisasi Satu dengan 
yang lain saling melengkapi dan 
mendukung sehingga efektifitas program 
bisa tercapai dan di rasakan manfaat 
positifnya oleh masyarakat baik dari 
aspek Pendekatan Sumber (Resource 
Approach) yang dapat di lihat dari segi 
perencanaan program yang sesuai 
dengan tempo waktu dan sasaran 
penerima bantuan, serta Pendekatan 
Sumber (Resource Approach ) yang 
meliputi aspek controling yang 
mencangkup Pengawasan Terhadap 
Pelaksanaan kebijakan ,dan evaluasi 
Pelaksanaan Kebijakan, serta  
Pendekatan Sumber (Resource 
Approach) yang dalam akhir proses 
pelaksanaan kebijakan akan 
menghasilkan output kebijakan berupa 
Dampak Kebijakan, dan Manfaat 
Penerima Kebijakan.  
SARAN 
Peneliti menambahkan saran sebagai 
masukan dan rekomendasi bagi 
pelaksanaan dalam kebijakan di waktu 
yang akan datang, di antaranya saran 
berupa : 
1. Di harapkan Pendataan masyarakat 
seharusnya  selalu untuk di 
perbaharui (Update) khususnya  
berkenaan dengan tingkatan 
ekonomi. Hal tersebut dilakukan guna 
hasil pembaharuan data dapat 
menjadi bahan dalam menentukan 
sasaran ketercapaian kebijakan 
seperti dalam pelaksanaan kebijakan 
bantuan sosial RumahhTidak-
LayakkHuni dengan sasaran 
kebijakan masyarakat di kalangan 
ekonomi bawah, ketika data 
masyarakat telah di perbaharui maka 
ketercapaian sasaran kebijakan dapat 
tercapai, terdapat temuan tepatnya di 
beberapa kecamatan terdapat 
temuan data masyarakat pemohon 
kebijakan yang sudah meninggal 
namun masih terdata sebagai 
pemohon sehingga perlu di lakukan 
perbaharuan data untuk menghindari 
salah sasaran dalam penentuan 
sasaran kebijakan.  
2. Di harapkan pemerintah dapat 
menambah jumlah nominal bantuan. 
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